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ABSTRACT

Marriage is a fundamental social institution with significant importance in both national and religious law in Indonesia. However, not all marriages proceed as hoped, and divorce, particularly cerai talak (divorce initiated by the husband), becomes a reality that some couples must face. One of the recurring issues in cerai talak cases is the husband's obligation to provide nafkah iddah and mut'ah to the former wife. Nafkah iddah refers to financial support provided during the waiting period (iddah), while nafkah mut'ah is a form of respect and compensation following the divorce. Although these obligations are outlined in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI), there are no specific regulations that determine the exact amount of these financial supports. In practice, the court may determine the amount of nafkah based on the husband's financial capability and other relevant factors. This research is a qualitative field study conducted at the Surabaya Religious Court, focusing on Decision No. 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. The research reveals that the provision of nafkah iddah and mut'ah in the court's decision is based on Article 149 (a) and (b) of the KHI, with the amount of nafkah determined by the husband's financial capability and the judge's assessment during the trial. The implementation of this obligation often faces challenges, both in terms of execution and in the understanding of the parties involved regarding their rights. Therefore, strengthening the legal system and raising public awareness is necessary to ensure justice for all parties involved, particularly women and children, in divorce processes.
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ABSTRAK
Perkawinan adalah institusi sosial yang fundamental dan memiliki kedudukan penting dalam hukum nasional maupun agama di Indonesia. Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan, dan perceraian, khususnya cerai talak, menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian pasangan. Salah satu isu yang sering muncul dalam kasus cerai talak adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan kewajiban finansial yang diberikan selama masa iddah, sedangkan nafkah mut'ah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas perceraian. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada regulasi khusus yang menentukan besaran nafkah tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan dapat menentukan besaran nafkah berdasarkan kemampuan suami dan faktor-faktor lain yang relevan. Penelitian ini merupakan Field Research Kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan tersebut didasarkan pada Pasal 149 huruf a dan b KHI, dengan penetapan jumlah nafkah bergantung pada kemampuan finansial suami dan penilaian hakim selama persidangan. Pelaksanaan kewajiban ini sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi implementasi maupun pemahaman pihak-pihak terkait tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan kesadaran masyarakat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, dalam proses perceraian.
Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, cerai talak, Pengadilan Agama Surabaya.
Pendahuluan
Pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat fundamental dan sakral, serta diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum agama di Indonesia. Sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas, pernikahan tidak hanya mengikat secara lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga menjadi dasar penting bagi tatanan sosial yang melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya dari sudut pandang sosial, tetapi juga dari sisi hukum dan religius.
Dalam hukum Islam, pernikahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting, dipandang sebagai sebuah akad yang kuat (mīsāqan galiẓā(n)), yaitu ikatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih, dan rahmat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang utama dan merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Namun, meskipun pernikahan idealnya diharapkan bertahan abadi dan damai, kenyataannya tidak semua pernikahan mampu memenuhi harapan tersebut.
Salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam adalah cerai talak, yang merupakan tindakan suami mengucapkan talak kepada istri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian harus dikukuhkan melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling umum di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, dengan angka perceraian yang mencapai 350.000 kasus setiap tahunnya. Faktor-faktor seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, dan perubahan nilai-nilai keluarga di era modern menjadi penyebab utama dari tingginya angka perceraian, termasuk cerai talak. Meskipun cerai talak diperbolehkan dalam hukum Islam, tindakan ini sangat tidak dianjurkan dan dianggap sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, mencerminkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap keluarga, terutama anak-anak.
Perceraian, khususnya cerai talak, membawa dampak psikologis yang signifikan terhadap anak-anak, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sekitar 60% anak-anak mengalami gangguan emosional setelah perceraian orang tua mereka. Selain itu, isu mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah pasca-cerai talak seringkali menjadi persoalan. Nafkah iddah dan mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi, meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini sering menghadapi berbagai tantangan.
Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian, khususnya dalam memastikan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini akan mengkaji salah satu kasus di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor putusan 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, yang menggambarkan berbagai dinamika dalam pelaksanaan hak-hak pasca-cerai.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berkaitan dengan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, khususnya pada perkara No. 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada analisis penerapan nafkah iddah dan mut'ah dalam konteks perceraian. Melalui studi kasus ini, penulis akan memberikan pendapat dan analisis terhadap prosedur yang dijalankan oleh hakim dalam menentukan biaya nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap, sistematis, dan jelas mengenai praktik hukum dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian.
Dari hasil yang telah diperoleh, penulis akan melakukan analisis secara deskriptif dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang spesifik dan aplikatif mengenai efektivitas serta keadilan dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam praktik peradilan agama di Surabaya.

Hasil dan Pembahasan
Bagaimana Analisis Hukum Mengenai Kewajiban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Setelah Putusan Cerai Talak:
1. Perceraian
Pe.rce.raian yang me.rupakan tindakan yang dilakukan ole.h pasangan suami istri se.cara sukare.la dan sadar untuk me.mbubarkan pe.rnikahan me.re.ka. Pe.rce.raian juga dapat dide.finisikan se.bagai pe.mbubaran pe.rnikahan yang dilakukan atas pe.rmintaan salah satu pihak atau de.ngan ke.putusan hakim.[footnoteRef:1] [1:  Fathurrahman, I. (2020). Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 45.] 

Te.rgantung pada siapa yang me.nginginkan pe.rnikahan be.rakhir, ada be.rbagai cara untuk me.mbubarkan pe.rnikahan, te.rmasuk yang be.rikut ini:
a. Putusnya pe.rkawinan kare.na suami atau istri me.ninggal dunia, se.bagaimana dite.tapkan ole.h Tuhan. De.ngan de.mikian, hubungan pe.rnikahan se.cara otomatis be.rakhir de.ngan ke.matian salah satu pihak.
b. Ke.putusan se.pihak dari suami untuk me.mbubarkan pe.rkawinan kare.na be.rbagai alasan yang dinyatakan de.ngan syarat-syarat te.rte.ntu. Je.nis pe.rce.raian ini dise.but se.bagai talak.[footnoteRef:2] [2:  Agustina, R. (2019). Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78.] 

c. Pe.rce.raian yang diajukan atas pe.rmintaan istri ke.tika ia me.lihat adanya masalah yang me.ngharuskannya untuk be.rpisah; je.nis pe.rce.raian ini dike.nal se.bagai khuluk. Istri me.nyampaikan hal ini ke.pada suaminya de.ngan cara yang se.suai, dan suami me.ne.rimanya. Pasangan te.rse.but ke.mudian me.ngajukan gugatan ce.rai ke. pe.ngadilan.[footnoteRef:3] [3:  Anshari, M. (2018). Hukum Perceraian: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hal. 102.] 

d. Hakim, yang be.rtindak se.bagai pihak ke.tiga dapat me.mbubarkan pe.rnikahan jika dia me.mutuskan bahwa ada masalah yang se.rius antara suami dan istri yang me.nghalangi pe.rnikahan untuk be.rjalan de.ngan baik.[footnoteRef:4] [4:  Rakhmat, R. (2017). Hukum Acara Perdata dan Praktiknya di Indonesia. Surabaya: Unair Press, hal. 35.] 

Salah satu klausul dalam Pasal 39 Undang-Undang Pe.rkawinan me.ne.tapkan bahwa pe.rce.raian hanya dapat dilakukan di de.pan sidang pe.ngadilan, se.te.lah hakim tidak dapat me.me.diasi pe.rdamaian di antara ke.dua be.lah pihak. Klausul ini me.nje.laskan de.ngan te.gas bahwa pe.rce.raian tidak dapat ditangani se.cara se.mbarangan di luar pe.ngawasan ne.gara. De.ngan me.mpe.rtimbangkan bahwa pe.rnikahan adalah ikatan yang sakral, hal ini sangatlah pe.nting. Agar pe.rse.lisihan antara suami istri tidak be.rujung pada pe.rce.raian, pe.me.rintah harus me.ne.ngahi konflik antara ke.dua be.lah pihak me.lalui bantuan pe.ngadilan.[footnoteRef:5] [5:  "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas " "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39."] 

Me.nurut Pasal 39 ayat 2 UU Pe.rkawinan, pe.ngadilan hanya dapat me.mbe.rikan izin pe.rce.raian jika ada alasan yang kuat untuk me.lakukannya se.te.lah me.ncoba me.me.diasi pe.nye.le.saian pe.rse.lisihan. Pasal 209 BW me.ncantumkan hal-hal be.rikut se.bagai pe.nye.bab pe.rce.raian:
a. Zina.[footnoteRef:6] [6:  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 209.] 

b. Me.ninggalkan de.ngan itikad buruk dari te.mpat tinggal be.rsama.
c. Hukuman pe.njara lima tahun atau hukuman yang le.bih be.rat yang dijatuhkan se.te.lah me.nikah.
d. Pe.nganiayaan se.rius atau pe.nganiayaan yang dilakukan ole.h salah satu pasangan te.rhadap pasangannya, te.rmasuk tindakan yang me.mbahayakan nyawa korban atau me.ngakibatkan luka fisik yang parah.
Be.rdasarkan ke.je.lasan Pasal 29 BW, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan pe.rce.raian te.rbatas pada alasan-alasan yang te.lah dite.ntukan ole.h hukum, khususnya e.mpat kate.gori yang be.rbe.da. Tidak dipe.rbole.hkan untuk me.nggunakan alasan pe.rce.raian yang tidak te.rcakup dalam Pasal 209 BW. Dise.butkan bahwa ada pe.mbatasan alasan pe.rce.raian dalam BW; ole.h kare.na itu, ke.wajiban yang me.ngikuti pe.rce.raian adalah se.bagai be.rikut: mantan suami be.rke.wajiban untuk me.mbe.rikan nafkah iddah dan mut'ah ke.pada mantan istri. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam me.ngatur pe.rsyaratan ini. Se.lain itu, dinyatakan bahwa "mantan istri be.rhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya ke.cuali jika ia nusyuz (pe.rse.lisihan antara suami dan istri)" dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.[footnoteRef:7] [7:  Annas, Z. (2019). Hukum Perdata dan Keluarga. Malang: Bayu Media, hal. 120.] 

Pe.rce.raian adalah prose.s yang dapat dilakukan de.ngan me.nggunakan ke.ke.rasan, di mana suami dapat me.maksa istrinya untuk me.ngajukan ce.rai. Maksimal tiga kali talak.[footnoteRef:8] Dapat dijatuhkan. Se.te.lah talak pe.rtama, istri dapat dirujuk ke.mbali (yaitu, talak dicabut) se.lama pe.riode. 100 hari yang dike.nal se.bagai masa iddah. Suami ke.mudian dapat me.nyatakan talak ke.dua dan, jika ia me.nginginkannya, ia dapat me.rujuk istrinya se.kali lagi. Namun, se.te.lah talak ke.tiga, rujuk tidak lagi me.njadi pilihan, dan pe.rce.raian be.rsifat final. Namun, suami me.miliki hak untuk me.mbayar mut'ah atau nafkah iddah mantan istri jika ia te.lah be.rce.rai se.cara sah dan tidak ingin me.rujuknya lagi.[footnoteRef:9] [8:  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.]  [9:  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.] 

2. Hukum Talak
Dasar dari dipe.rbole.hkannya talak dapat dite.mukan dalam firman Allah yang te.rcantum dalam Surat Al-Baqarah (II: 229):

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَكُمْ أَلَّا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا تَجْتَنبُوا۟هَا ۚ وَمَن يَتَجَاوَزْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُو۟لَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: "Te.rdapat dua ke.se.mpatan pe.rce.raian (yang be.rsifat damai). Suami me.miliki hak untuk me.milih antara me.mpe.rtahankan atau me.nce.raikan istrinya. Tidak dipe.rbole.hkan bagi kalian untuk me.narik ke.mbali apa yang te.lah kalian be.rikan ke.pada me.re.ka, ke.cuali jika ke.dua pihak khawatir tidak dapat me.njalankan ke.te.ntuan Allah. Tidak ada yang dapat disalahkan atas pe.mbayaran yang te.lah dilakukan ole.h istri untuk me.ne.bus dirinya jika para wali khawatir bahwa me.re.ka tidak dapat me.laksanakan pe.rintah Allah. Janganlah me.langgar ke.te.ntuan ini, kare.na ini adalah ke.te.ntuan Allah. Me.re.ka yang me.langgar hukum-hukum Allah adalah orang-orang yang zalim."
Hukum talak dibe.dakan me.njadi be.be.rapa kate.gori, antara lain:
a. Wajib: Dalam ke.adaan suami te.lah me.lakukan sumpah ke.pada istrinya (ila’).
b. Haram: Misalnya, talak yang dijatuhkan ole.h suami pada saat istri se.dang dalam ke.adaan haid.
c. Sunnah: Se.pe.rti me.ntalak istri yang be.rpe.rilaku buruk.
d. Makruh: Yaitu me.ntalak istri yang be.rpe.rilaku baik.
3. Rukun Talak
Te.rdapat lima rukun yang me.njadi syarat sahnya talak, yaitu:
a. Sighat: Ungkapan atau pe.rnyataan talak yang je.las.
b. Mahall: Te.mpat be.rlakunya talak, yaitu istri.
c. Wilayah: Suami me.miliki ke.we.nangan untuk me.njatuhkan talak.
d. Qasd: Niat yang tulus untuk me.lakukan talak.
e. Mustalliq: Suami yang me.lakukan talak.[footnoteRef:10] [10:  Yulianti et al., Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.] 

4. Nafkah Iddah
Salah satu ke.wajiban yang muncul akibat pe.rce.raian adalah nafkah iddah. Undang-Undang Pe.rkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (c) me.nyatakan bahwa nafkah dan te.mpat tinggal me.rupakan tanggung jawab mantan suami. Se.cara le.bih rinci, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yang me.nye.butkan bahwa apabila pe.rnikahan be.rakhir kare.na pe.rce.raian, mantan suami diwajibkan untuk me.lakukan be.rbagai tindakan guna me.ncapai ke.pastian hukum, ke.adilan, dan manfaat. "Me.mbe.rikan nafkah, te.mpat tinggal, dan pakaian ke.pada mantan istri se.lama masa iddah, ke.cuali jika mantan istri te.lah dijatuhi talak ba'in atau dalam ke.adaan nusyuz se.rta tidak hamil," adalah salah satu ke.wajiban suami se.suai de.ngan poin b.
Dari ke.te.ntuan ini dapat disimpulkan bahwa mantan suami be.rke.wajiban untuk me.mbe.rikan nafkah ke.pada mantan istrinya se.lama masa iddah. Se.suai de.ngan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat 5, pe.rmohonan nafkah iddah dapat diajukan be.rsamaan de.ngan pe.rmohonan ikrar talak atau se.te.lah ikrar talak diucapkan.[footnoteRef:11] [11:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 1974), 34.] 

Jumlah pasti tunjangan iddah di bawah pe.raturan Indone.sia tidak dike.tahui, te.tapi Pe.raturan Pe.me.rintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Pe.ngadilan Agama No. 7 tahun 1989 me.nje.laskan bahwa pe.ngadilan dapat me.mutuskan be.rapa banyak nafkah yang harus dibayarkan ole.h suami se.lama kasus pe.rce.raian be.rdasarkan pe.rmohonan pe.mohon atau te.rmohon.[footnoteRef:12] [12:  Dananir, Judicial Discretion in Determining the Amount of Iddah Allowance, Jurnal Hukum, 2022.] 

5. Nafkah Mut’ah
Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974, yang me.ngatur hukum positif di Indone.sia, be.risi ke.te.ntuan yang be.rkaitan de.ngan klausa mut'ah. Me.nurut ke.te.ntuan ini, se.te.lah pe.rce.raian, suami dapat dimintai pe.rtanggungjawaban atas nafkah mut'ah. Pasal 149 KHI le.bih jauh me.mbahas syarat-syarat yang dapat dike.nakan ke.pada mantan suami dalam hal ini. Me.nurut Pasal 149 KHI, mantan suami wajib me.mbe.rikan mut'ah yang layak ke.pada mantan istrinya, baik be.rupa uang maupun barang, ke.cuali jika mantan istri dalam ke.adaan qobla dukhul (be.lum be.rhubungan intim). Se.lain itu, se.suai de.ngan Pasal 158 KHI, suami diwajibkan me.mbe.rikan mut'ah dalam kondisi se.bagai be.rikut:
1. Jika istri se.te.lah dukhul be.lum dite.ntukan maharnya;
2. Jika pe.rce.raian te.rjadi atas pe.rmintaan suami.
Namun, me.nurut Pasal 158 huruf (b), suami tidak be.rke.wajiban me.mbe.rikan mut'ah ke.pada mantan istrinya apabila pe.rce.raian te.rjadi atas ke.he.ndak istri, yaitu me.lalui khulu'. Jika kondisi-kondisi yang diatur dalam Pasal 158 KHI te.rpe.nuhi, maka suami wajib me.mbe.rikan mut'ah, te.tapi se.baliknya, jika syarat dalam Pasal 158 KHI ayat 2 te.rpe.nuhi, suami tidak diwajibkan untuk me.mbe.rikan mut'ah.[footnoteRef:13] [13:  Farid, Legal Responsibilities of Ex-Husbands in Providing Mut'ah, Jurnal Hukum Keluarga, 2022.] 

6. Analisis Penyelesaian Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Kajian Putusan Nomor Perkara 3628/Pdt.G/2024
Dalam konte.ks hukum pe.rce.raian di Indone.sia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 te.ntang Pe.rkawinan me.ne.gaskan bahwa pe.rce.raian dianggap sah apabila ikrar talak diucapkan di hadapan sidang pe.ngadilan. Hal ini me.njadi sangat pe.nting kare.na be.rkaitan e.rat de.ngan hak istri atas nafkah iddah dan mut’ah se.te.lah pe.rce.raian. Putusan maje.lis hakim dalam pe.rkara ce.rai talak nomor 3628/Pdt.G/2024 yang te.lah be.rke.kuatan hukum te.tap (inkracht van ge.wijsde.) be.rfungsi se.bagai upaya untuk me.ne.gakkan asas ke.adilan bagi para pihak yang me.ncari ke.adilan. Be.rikut adalah isi dari putusan te.rse.but:
a. Pe.mohonan Ce.rai:
Pe.mohon me.ngajukan pe.rmohonan ce.rai pada tanggal 29 Juli 2024, yang te.rdaftar di ke.panite.raan Pe.ngadilan Agama Surabaya de.ngan nomor pe.rkara 3628/Pdt.G/2024. Pe.mohon dan te.rmohon adalah suami istri yang me.nikah pada tanggal 13 De.se.mbe.r 2009 di KUA Ke.camatan Wiyung, Kota Surabaya, dan te.lah dikaruniai dua orang anak.
b. Latar Be.lakang Pe.rse.lisihan
Rumah tangga pe.mohon dan te.rmohon se.be.lumnya be.rjalan harmonis. Namun, se.jak tahun 2024, se.ring te.rjadi pe.rse.lisihan dan pe.rte.ngkaran yang dise.babkan ole.h ke.tidakpatuhan te.rmohon te.rhadap pe.mohon se.rta kurangnya komunikasi yang baik di antara me.re.ka. Me.skipun pe.mohon dan te.rmohon te.lah be.rusaha untuk be.rdamai se.lama be.rpisah te.mpat tinggal, upaya te.rse.but tidak be.rhasil. Pe.rse.lisihan se.makin me.muncak, dan se.jak tahun 2021, pe.mohon dan te.rmohon te.lah pisah te.mpat tinggal yang te.lah be.rlangsung se.lama kurang le.bih tiga tahun hingga saat pe.ngajuan pe.rmohonan ini.
c. Asuhan Anak
Akibat pe.rse.lisihan rumah tangga, anak-anak pe.mohon dan te.rmohon saat ini be.rada dalam asuhan pe.mohon. Me.ngingat anak-anak masih dalam asuhan pe.mohon, pe.mohon me.mohon ke.pada Pe.ngadilan Agama agar hak pe.me.liharaan dan pe.ndidikan anak yang lahir dari pe.rnikahan me.re.ka te.tap be.rada di bawah asuhan pe.mohon. Pe.mohon te.lah me.ngajukan bukti surat P.1 sampai P.3 se.rta ke.te.rangan dari dua orang saksi yang me.ndukung posisinya se.bagai pe.ngasuh.
d. Pe.titum Pe.rmohonan
Dalam pe.rmohonan ini, pe.mohon me.mohon agar pe.rmohonan nomor 1 dan 2 dikabulkan ole.h maje.lis hakim.
e. Pe.rtimbangan Maje.lis Hakim
Maje.lis hakim be.rpe.ndapat bahwa rumah tangga pe.mohon dan te.rmohon sudah tidak me.miliki harapan untuk rujuk ke.mbali. Me.skipun hakim te.lah be.rupaya me.mbe.ri nase.hat agar ke.duanya bisa rujuk, upaya te.rse.but tidak be.rhasil. Me.diasi juga tidak dapat dilaksanakan kare.na ke.tidakhadiran te.rmohon. Be.rdasarkan pe.rtimbangan te.rse.but, maje.lis hakim be.rpe.ndapat bahwa dalil-dalil pe.rce.raian pe.mohon te.lah te.rbukti dan me.me.nuhi alasan untuk pe.rce.raian.
f. Isi Putusan
Pe.mohon me.nyatakan sanggup me.mbe.rikan mut'ah ke.pada te.rmohon be.rupa uang se.be.sar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maje.lis hakim me.mutuskan bahwa pe.mohon diwajibkan me.mbe.rikan mut'ah ke.pada te.rmohon dalam be.ntuk uang se.be.sar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah se.lama 3 (tiga) bulan se.be.sar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hak asuh anak be.rada pada pe.mohon, se.suai de.ngan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 te.ntang Pe.rkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c), dan 149 huruf (d) Instruksi Pre.side.n Nomor 1 Tahun 1991 te.ntang Kompilasi Hukum Islam. Pe.mohon se.bagai ayah be.rke.wajiban me.mbe.ri nafkah ke.pada anak sampai anak te.rse.but me.nikah atau de.wasa. Dalam pe.rsidangan, pe.mohon me.nyatakan sanggup me.mbe.rikan nafkah anak yang ikut te.rmohon se.be.sar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
g. Informasi Pe.ngadilan
Te.rmohon te.lah dipanggil se.cara re.smi dan patut untuk me.nghadap ke. pe.rsidangan, namun tidak hadir. Me.ngabulkan pe.rmohonan pe.mohon de.ngan ve.rste.k. Me.mbe.ri izin ke.pada pe.mohon untuk me.njatuhkan talak satu raj’i te.rhadap te.rmohon di hadapan sidang Pe.ngadilan Surabaya. Me.ne.tapkan anak be.rada di bawah hadhanah pe.mohon, de.ngan ke.wajiban pe.mohon untuk me.mbe.rikan akse.s ke.pada te.rmohon untuk be.rte.mu anak. Me.nghukum pe.mohon untuk me.mbe.rikan mut'ah ke.pada te.rmohon dalam be.ntuk uang se.be.sar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah se.be.sar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan se.be.lum ikrar talak. Me.nghukum pe.mohon untuk me.mbayar nafkah anak minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) se.tiap bulan, dibayarkan minimal se.tiap e.nam bulan se.kali di luar biaya pe.ndidikan dan ke.se.hatan, de.ngan tambahan 10% se.tiap pe.rgantian tahun, hingga anak de.wasa atau mandiri. Me.mbe.bankan ke.pada te.rmohon untuk me.mbayar biaya pe.rkara se.be.sar Rp. 920.000,00 (se.mbilan ratus dua puluh ribu rupiah).
h. Analisis Ke.putusan Pe.ngadilan
Putusan ini me.nce.rminkan pe.ne.gakan hak-hak istri dan anak dalam konte.ks pe.rce.raian. Pe.ngadilan be.rupaya me.ne.gakkan ke.adilan de.ngan me.mpe.rtimbangkan kondisi ke.uangan pe.mohon se.rta ke.butuhan anak. Ke.putusan untuk me.mbe.rikan hak asuh ke.pada pe.mohon me.nce.rminkan ke.pe.ntingan te.rbaik anak, di mana pe.mohon te.lah te.rbukti mampu me.mbe.rikan lingkungan yang le.bih stabil untuk pe.rtumbuhan anak. Di sisi lain, ke.putusan untuk me.mbe.rikan nafkah iddah dan mut'ah me.nunjukkan pe.nghormatan te.rhadap hak-hak istri me.skipun ada ke.tidakbe.rhasilan dalam me.njaga rumah tangga.
i. Implikasi Putusan
Putusan ini me.miliki implikasi yang signifikan dalam hukum ke.luarga Indone.sia, te.rutama dalam hal pe.rlindungan hak-hak istri dan anak. Ke.putusan untuk me.mbe.rikan hak asuh ke.pada pe.mohon dan ke.wajiban nafkah ke.pada pe.mohon me.nggarisbawahi pe.ntingnya ke.se.jahte.raan anak dalam se.tiap ke.putusan hukum. Hal ini dapat me.njadi re.fe.re.nsi bagi pe.ngadilan lain dalam me.nangani kasus se.rupa, se.rta me.mbe.rikan pe.doman bagi pihak-pihak yang me.ngalami pe.rce.raian untuk me.mahami hak dan ke.wajiban me.re.ka pasca pe.rce.raian. De.mikian putusan ini dijatuhkan pada Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Mase.hi, be.rte.patan de.ngan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah.
Penutup
Dalam konte.ks hukum ke.luarga di Indone.sia, pe.rce.raian, khususnya me.lalui ce.rai talak, me.nimbulkan be.ragam konse.kue.nsi hukum yang signifikan, baik bagi mantan suami maupun mantan istri. Pe.ne.litian ini be.rfokus pada pe.mbe.rian nafkah iddah dan mut'ah pada pe.rkara ce.rai talak di Pe.ngadilan Agama Surabaya, de.ngan me.rujuk pada Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Putusan ini me.ne.gaskan ke.wajiban suami untuk me.mbe.rikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah se.bagai bagian dari tanggung jawab pasca-ce.rai, yang me.rupakan bagian inte.gral dari pe.rlindungan hukum bagi mantan istri.
Pe.rtama, nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang me.ne.tapkan bahwa suami wajib me.mbe.rikan nafkah se.lama masa iddah, yang be.rlangsung se.lama tiga kali siklus haid atau tiga bulan bagi pe.re.mpuan yang tidak me.ngalami haid. Hal ini be.rtujuan untuk me.mbe.rikan pe.rlindungan se.rta me.mastikan hak-hak mantan istri se.lama pe.riode. transisi se.te.lah pe.rce.raian. Dalam Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, maje.lis hakim me.mpe.rtimbangkan kondisi e.konomi suami dan ke.butuhan me.nde.sak mantan istri dalam me.ne.ntukan be.saran nafkah iddah. Pe.nilaian ini me.nunjukkan pe.ran pe.nting hakim dalam me.nilai situasi dan kondisi yang ada untuk me.ne.tapkan ke.wajiban nafkah.
Ke.dua, nafkah mut'ah se.bagai be.ntuk kompe.nsasi atas pe.rce.raian diatur dalam Pasal 158 KHI, yang be.rfungsi se.bagai pe.nghormatan te.rhadap mantan istri dan se.bagai be.ntuk ke.adilan yang diharapkan dapat me.ringankan be.ban psikologis dan finansial mantan istri se.te.lah pe.rce.raian. Putusan te.rse.but me.ne.gaskan bahwa me.skipun hukum te.lah me.ngatur me.nge.nai nafkah mut'ah, tidak ada ke.te.ntuan e.ksplisit yang me.ne.ntukan be.saran nafkah te.rse.but, se.hingga ke.putusan ke.mbali ke.pada pe.nilaian hakim be.rdasarkan ke.mampuan finansial suami.
Me.skipun te.rdapat ke.te.ntuan hukum yang je.las me.nge.nai ke.wajiban nafkah iddah dan mut'ah, pe.laksanaan ke.wajiban ini se.ring kali me.nghadapi be.rbagai tantangan, se.pe.rti kurangnya pe.mahaman pihak mantan istri te.ntang hak-hak me.re.ka pasca-ce.rai dan ke.ndala dalam e.kse.kusi. Banyak mantan istri tidak se.pe.nuhnya me.nyadari hak-hak yang me.le.kat pada me.re.ka, se.hingga me.nimbulkan pe.rlunya pe.ningkatan ke.sadaran hukum di masyarakat. Se.lain itu, prose.s pe.ne.gakan hukum se.ring te.rhambat ole.h kurangnya ke.patuhan dari pihak suami dalam me.me.nuhi ke.wajiban nafkah te.rse.but.
Untuk me.mastikan pe.rlindungan hak-hak mantan istri dan anak-anak dalam prose.s pe.rce.raian, pe.rlu ada pe.nguatan siste.m hukum se.rta langkah-langkah e.dukasi yang le.bih e.fe.ktif. Pe.ningkatan kapasitas aparat pe.ne.gak hukum, pe.nge.mbangan program pe.nyuluhan hukum, dan akse.s informasi hukum yang le.bih baik bagi masyarakat me.njadi pe.nting. De.ngan langkah-langkah te.rse.but, diharapkan ke.adilan dapat te.rcapai bagi se.mua pihak yang te.rlibat dalam prose.s pe.rce.raian, se.rta untuk me.ngurangi dampak ne.gatif yang ditimbulkan ole.h pe.rce.raian, te.rutama te.rhadap pe.re.mpuan dan anak-anak yang se.ring kali me.njadi korban dari situasi ini.
Se.cara ke.se.luruhan, Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby me.nce.rminkan upaya untuk me.ne.gakkan ke.adilan dan pe.rlindungan bagi mantan istri se.te.lah pe.rce.raian, me.nggarisbawahi pe.ntingnya pe.ne.rapan hukum yang me.mpe.rtimbangkan aspe.k ke.adilan sosial dan ke.se.jahte.raan mantan istri dalam siste.m hukum ke.luarga di Indone.sia. Ke.putusan ini me.nunjukkan bahwa hukum tidak hanya be.rfungsi se.bagai alat pe.ne.gakan, te.tapi juga se.bagai instrume.n untuk me.lindungi hak-hak pe.re.mpuan dalam konte.ks pe.rce.raian.
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